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Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor
4418);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

WALIKOTABIMA,
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor
6573);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor



25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akun tansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
PengelolaanBarang MilikNegarajDaerah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 192, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6523);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6178);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor52, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor52);

21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



tVrV

123 Tahun 2019 ten tang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor15);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor450);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor655);

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 73) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah KotaBimaTahun 2015 Nomor161);

26. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (LembaranDaerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor
114);

27. Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011
Nomor 124) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan KetigaAtas Peraturan Daerah Nomor8
Tahun 2011 tentang Retribusi Usaha Umum (Lembaran
Daerah KotaBimaTahun 2019 Nomor212);

28. Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011
Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Daerah Nomor9
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah KotaBimaTahun 2016 Nomor181);

29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun
2011 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
KotaBimaTahun 2014 Nomor159);

30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima (Lembaran
Daerah KotaBimaTahun 2017 Nomor185);



Rp 93.243.087.895,71
Rp 1.000.000.000,00
Rp 92.243.087.895,71
Rp 10.973.784.614,93

Rp 715.383.787.682,95
Rp 796.653.090.963,78
Rp 81.269.303.280,78

1 ayat (1) huruf aLaporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
b. Belanja Daerah dan Transfer

Defisit
c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan Daerah
Pengeluaran Daerah

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Pasal2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 berupa laporan keuangan memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasall

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN2020.

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KOTABIMA

Dan

WALIKOTABIMA

Dengan Persetujuan Bersama

31. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019
Nomor 221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2019
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020
Nomor 228);
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10.973.784.614,93Rp

93.241.433.641,71
0,00

10.973.784.614,93
10.973.784.614,93

0,00

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp 93.241.433.641,71

Rp 92.246.433.641,71
Rp 92.243.087.895,71
Rp 3.345.746,00

Pasal4

Selisih lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1)huruf b Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sub Total (a-b)
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
e. Sub Total (c+d)
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f)

(5)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.345.746,00
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto setelah

perubahan
b. Realisasi

Rp 1.000.000.000,00
Rp 1.000.000.000,00
Rp 0,00

pembiayaan sejumlah

Selisih

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
RpO,OOdengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan
b. Realisasi

(3)Selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan
pembiayaan sejumlah Rp3.345.746,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah PerubahanRp 93.246.433.641,71
b. Realisasi Rp 93.243.087.895,71

Selisih lebih Rp 3.345.746,00

(2)Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
(Rp31.891.386.808,11) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja dan Transfer setelah perubahan Rp 828.544.477.771,84
b. Realisasi Rp 796.653.090.963,73

Selisih kurang Rp 31.891.386.808,11

(1)Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah
(Rp20.914.256.447,18) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 736.298.044.130,13
b. Realisasi Rp 715.383.787.682,95

Selisih Kurang Rp 20.914.256.447,18

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

Pasal3



Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember2020 sebagaiberikut:
a. Saldokas awalper 1Januari 2020 Rp 93.241.433.641,71
b. Aruskas bersih dari aktivitas operasi Rp 83.624.301.894,24
c. Aruskas bersih dari aktivitas investasi (Rp164.893.605.175,02)
d. Aruskas bersih dari aktivitas pendanaan (Rp 998.345.746,00)
e. Aruskas bersih dari aktivitas transitoris Rp 0,00
f. Saldoakhir kas di BUDdan bendahara pengeluaran Rp 10.973.784.614,93
g. Saldoakhir kas di bendahara penerimaan Rp 206.938.889,12
h. Saldoakhir kas Lainnyadi bendahara pengeluaran Rp 5.577.486,00
1. Saldokas akhir 31 Desember 2020 Rp 11.186.300.990,05

Pasal8

Rp1.922.503.673.289,20
Rp 2.256.420.850,40
Rp1.920.247.252.438,80

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember
2020 sebagai berikut :
a. J umlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas

Pasal 7

Rp 440.970.414.709,19
Rp 0,00
Rp1.920.247.252.438,80

- Koreksi Ekuitas Lainnya
- Penyisihan Dana Bergulir
Ekuitas Akhir

Rp1.495.085.421.389,40
(Rp 15.808.583.659,79)

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:
a. Ekuitas Awal
b. Surplus Laporan Operasional
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /

Kesalahan mendasar :

Pasal6

Rp724.054.387.275,02
Rp713.715.431.647,02
Rp 10.338.955.628,00
Rp 121.516.535,21
Rp 10.460.472.163,21
Rp 0,00
Rp 26.269.055.823,00
(Rp 15.808.583.659,79)

Surplus dari Operasi
c. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional

Surplus sebelum Pos Luar Biasa
d. Pendapatan Luar Biasa
e. Beban Luar Biasa

Surplus/Defisit Laporan Operasional

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah
b. Beban Daerah

Pasal5



Laporan RealisasiAnggaran
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintah daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja
dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program
dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan Negara;

Laporan Perubahan SaldoAnggaranLebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
LaporanArus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang TidakTertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana
Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal(Investasi)Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan AsetTetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi AsetTetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi AsetLainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar KewajibanJangka Pendek;
Daftar KewajibanJangka Panjang;
Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya.
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
DaerahfPerusahaan Daerah.

b. Lampiran II
c. Lampiran III
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
1. Lampiran IX
J. LampiranX

k. LampiranXI
1. LampiranXII

m. LampiranXIII

n. LampiranXIV
o. LampiranXV
p. LampiranXVI
q. LampiranXVII
r. LampiranXVIII
s. LampiranXIX

t. LampiranXX

Lampiran 1.4

Lampiran 1.3

Lampiran 1.2

a. Lampiran I
Lampiran 1.1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

PasallO

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasa19



LEMBARANDAERAHKOTABIMATAHUN 2021 NOMOR 23!:7
NOREG PERATURANDAERAHKOTABIMAPROVINSI NUSA TENGGARABARAT:
( 25 /2021)

MUKHTAR

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal h A9 uS+US 2021

IV SEKRETARIS DAERAHKOTABIMA,r

IVMUHAMMAD LUTFI

t'ALIKOTA BIMA,#'
~

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal b A-gu-d-ur 2021

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota.

Pasal11
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